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KATA PENGANTAR

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik,
dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan
setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Seiring
dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka
Pengadilan Agama Pamekasan senantiasa berupaya memperbaiki pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut maka
Pengadilan Agama Pamekasan mengadakan survei kepuasan masyarakat.
Survei Kepuasan Masyarakat tersebut diharapkan dapat memberikan
gambaran mengenai kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan.
Survei Kepuasan Masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bentuk keterbukaan dan evaluasi
kinerja dalam pemberian layanan di Pengadilan Agama Pamekasan.

Pamekasan, 30 Juni 2025

Tim Survei



1.1.

1.2,

1.3.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan
untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan public
guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk
mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pengadilan Agama
Pamekasan, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang
penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang
diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat
yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan
evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-
menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik
dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan
tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga Negara.

Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan

Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat



masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Pengadilan

Agama Pamekasan. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1.

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam
menilai kinerja penyelenggara pelayanan.

Mendorong penyelenggara pelayanan untuk peningkatkan kualitas
pelayanan publik.

Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik.

Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik.

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

1.

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing- masing unsur

dalam penyelenggara pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan

oleh unit pelayanan publik secara periodik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya
tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan

Masyarakat;

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap
hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat

dan Daerah;

Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada
lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan
kinerja pelayanan,;

Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit

pelayanan.



BAB I
PENGUMPULAN DATA SKM

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi
Pemerintah, Pengadilan Agama Pamekasan melaksanakan Survei Kepuasan

Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan Il dilakukan
dengan metode yaitu pengisian mandiri oleh responden melalui aplikasi SiSurti
Pengadilan Agama Pamekasan. Yang menjadi responden pada survei ini yaitu
mereka yang pernah datang langsung ke Pengadilan Agama Pamekasan
melalui PTSP ataupun mereka yang pernah mencari data melalui layanan
online (website, email dan media sosial), pelaksanaan sidang di luar gedung

serta sosialisasi zona integritas.

A. Metode Pengolahan Data dan Analisis
Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survei meliputi
1.1.Penyusunan Kuisioner
Kuisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :
- Bagian ldentitas Responden
Berisi Nama Responden, NIK, No ponsel, Email Responden, Jenis
Kelamin , Usia, Pendidikan, Pekerjaan dan Jenis Layanan.
- Bagian Pertanyaan Kuisioner
Survei Kepuasan Masyarakat memuat 9 pertanyaan diantaranya :
1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian

persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis

pelayanannya pada Pengadilan Agama Pamekasan.



2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan

prosedur pelayanan pada Pengadilan Agama Pamekasan.

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu

dalam memberikan pelayanan

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada

Pengadilan Agama Pamekasan Tidak dipungut biaya / gratis

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang
didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang

diberikan

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi /

kemampuan petugas dalam pelayanan

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan

keramahan perilaku petugas dalam pelayanan

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana

yang menunjang dalam pelayanan

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan

pengguna pelayanan

- Bagian Kritik dan Saran
Berisi Kritik dan Saran dari Responden terkait pelayanan yang

sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan.

1.2. Penyusunan Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban untuk menentukan SKM melalui pertanyaan dari
setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat
kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Pamekasan mulai
dari kategori sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori
tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik dari nilai persepsi 2,
baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.



Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data
yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunkan kuesioner

terstruktur.

Kegiatan Pengumpulan data telah dilaksanakan pada periode triwulan Il
tahun 2025, yaitu terdiri dari 131 responden. Responden merupakan
Masyarakat umum yang menggunakan jasa layanan Pengadilan Agama
Pamekasan yaitu Layanan Penyelesaian Perkara, Layanan Penyerahan
produk pengadilan, Layanan permohonan informasi dan layanan
pengaduan. Survei kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara
mengarahkan responden mengisi melalui aplikasi SiSurti Pengadilan

Agama Pamekasan.

Pengolahan dan Analisa Data

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara
kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SiSurti Pengadilan Agama
Pamekasan. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam
peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Rl Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga
sudah sesuai dengan standar nasional. Nilai SKM dihitung dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan.
Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur
pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang

sama dengan rumus sebagai berikut.

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur
SKM = x Nilai penimbang
Total unsur yang terisi

Bobot nilai rata-rata  Jumlah bobot
tertimbang =

Tumlah unsur




Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai
rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-
100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25,

dengan rumus sebagai berikut :

SKM Unit Pelayanan x 25

Pengolahan dan Analisis Data yang diperoleh akan menghasilkan
outuput berupa nilai indeks Kepuasan Masyarakat dengan kriteria seperti

yang tercantum dalam tabel berikut :

- Nilai Interval Kinerja
Nilai Nilai Interval Mutu :
Konversi Unit
Persepsi IKM Pelayanan
IKM Pelayanan
1 1,00 — 2,5996 | 25,00— 4,99 D Tidak Baik
2 2,60 —3,0640 | 65,00- 6,60 C Kurang Baik
3 3,0644-3,532 | 76,61— 8,30 B Baik
4 3,5324 — 4,00 | 88,31—00,0 A Sangat Baik

Tabel Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu

Pelayanan dan Kinerja unit Pelayanan
D. Penyusunan Laporan

Hasil survei disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen
penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan Pengadilan

Agama Pamekasan dalam pelayanan terhadap publik.



BAB il
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

A. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima
layanan yang diperoleh yaitu 131 orang responden, dengan rincian

sebagai berikut :

No | Karakteristik | Indikator Jumlah | Presentase
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B. Indeks Kepuasan Masyarakat ( Unit Layanan dan Per Unsur

Layanan)
Nilai Unsur Pelayanan

Ut U2 |U3 |U4 (U5 |U6 |U7 | U8 |U9
IKM per|{392 39139 38739 |393|393|39 |3,9
unsur
Kategori 'p |A |A |A |A |A |A |A |A
IKM Unit
Layanan 3,91 (A atau Sangat Baik)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template oleh data SKM

dan diperoleh hasil tabel di atas.

11




BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

A. Analisis Permasalahan / Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tentang kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan dengan hasil yang
diberikan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,87.

2. Layanan dengan nilai tertinggi yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan

dengan jenis pelayanan nya yaitu 3,92.

B. Tindak Lanjut

Berikut adalah tindak lanjut atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh
Pengadilan Agama Pamekasan :
1. DDTK dan Brifing

Melakukan kegiatan briefing dan DDTK oleh pimpinan secara
berkala untuk memastikan setiap petugas PTSP memberikan
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
serta memastikan petugas PTSP selalu siap dan tanggap dalam
pemberian informasi dan melayani dengan tetap menerapkan 5S

(Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).

Brifing Petugas pelayanan




O

O=a=

KASUBBAG UMUM DAN
KEUANGAN PENGADILAN
AGAMA PAMEKASAN IKUT!
SOSIALISAS| PENERTIBAN
DATA MASTER ASET
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Panjar perkara di ruang tunggu sidang

C. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

No Kepuasan Masyarakat Nilai Mutu

2 Bagaimana pemahamén S.al.Jd.ara tentang kemudahan 3,91 | Sangat Baik (A)
prosedur pelayanan di unit ini

- | Bagaimana penc!apat Saudara perilaku petugas dalam 3,93 | Sangat Baik (A)
pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

3 Bagaima.na pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam 3,9 | sangat Baik (A)
memberikan pelayanan

1 | Bagaimana pendap'at ?audara tentang kesesuaian persyaratan 3,92 | Sangat Baik (A)
pelayanan dengan jenis pelayanan nya
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk

5> | pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan 3,9 | Sangat Baik (A)
dengan hasil yang diberikan

4 Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif 3,87 | Sangat Baik (A)

dalam pelayanan

14




Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi / 3,93 | Sangat Baik (A)
kemampuan petugas dalam pelayanan '

Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan

prasarana 3,9 | Sangat Baik (A)

Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan | 3 g5 Sangat Baik (A)
pengguna layanan ’

Jenis Layanan

Layanan parmohonan Glice; 2 (1.53%)
infomasz| dan Layanan

pengaduan: 12 (9.16%)

Layanan penyerahan

produk pengadilan: 25

(Z2.14%)
. Layanan peryelessian

porkara: 88 (87.18%)
JENIS LAYANAN
Jenis Layanan Jumlah Responden
Layanan Penyelesaian Perkara 88

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan | 29

Layanan Permohonan Informasi dan 12
Pengaduan
Tanpa Keterangan 2

15



Tingkat Pendidikan

Strata IN: 1 (0.76%) | - Tidak Sekolah: 1 (0.76%)

Strata |1 3 (2.29%)
Diploma IV/Strata |- 18 (13.74%)

Akademi/Diploma: 5 (3.82%)

Sekolah Dasar (Sederajat)
:32(24.43%)

Menengah
Pertama (Sederajat): 24

e e

Kejuruan (Sederajat): 47

(35.88%)

Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Total

Sekolah Dasar 32
Sekolah Menengah Pertama 18
Sekolah Menengah Atas 47
Akademi/Diploma 5
Diploma IV/ Strata | 18
Strata Il 3
Strata IlI 1
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Pekerjaan

Ladmerpa: 1 (D 78N Delarn/udiak bekarpe 1 0276
Podagang 4 (105%)
Marggurus ramah lawgge
mmay

Tukang hatis % (0 K7%)
Karywwan Manoser. 3 (2.29%) \
Karpaman swesta: 20 (15.27%) . \/

Nolayery perioanees. 3 (229

Sopir: ¥ (5.34%) ’
Pesgoswa 3L 9N) N
Gura: 4 (20%N) \|
v v, :

PelajerMahosines 10 (7.63%)

Pegewa Negeri Siph 3 (2.29%)
Petamtpekabun: 72 (76.79V)

PEKERJAAN
Pekerjaan Total
Belum/ Tidak bekerja 1
Mengurus Rumah Tangga 38
Pelajar/ Mahasiswa 10
ASN 3
Petani/ Pekebun 22
Nelayan/ perikanan 3
Karyawan Swasta 20
Karyawan Honorer 3
Tukang Batu 9
Guru 4
Pengacara 3
Sopir 7
Pedagang 4
Lainnya 1




Perempuan: 70 (53.44%)

Jenis Kelamin

Laki-Laki: 61 (#6.56%)

JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin

Total

Laki- laki

70

Perempuan

61
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BAB V
KESIMPULAN

Dalam laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan Il Tahun 2025,

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pamekasan secara
umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik dengan
dilaksanakan brifing baik petugas layanan maupun seluruh pegawai serta
Pembuatan benner panjar perkara di ruang tunggu pihak maupun secara
onlin.

2. Unsur pelayanan yang terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu
Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya yang akan
diupayakan perbaikan serta inovasi baik sarana prasarana maupun

pelayanan kepada pencari keadilan.

19



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR : 1010/KPA.W13-A29/SK.OT1/VI/2025

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEY

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

La.

bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan di
Pengadilan Agama Pamekasan secara terus menerus perlu
diadakan survey terhadap kepuasan dan persepsi
pelanggan;

. bahwa hasil survey adalah untuk memgukur kepuasan

dan persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang
diberikan oleh Pengadilan Agama Pamekasan;

bahwa agar pelaksanaan survey dapat terlaksana dengan
baik, maka perlu membentuk Tim Survey;

. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan

Peradilan Agama Nomor: 1205/DJA/KP4.1.3/V /2025
Tanggal 28 Mei 2025 Tentang Hasil Rapat Tim Promosi
Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
Wilayah Instansi Pemerintah;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
S58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Nomor : 61/KPA.W13-A29/0T1/SK/1/2024 Tanggal 02
Januari 2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada
Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2024 telah dicabut;

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEY
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2025
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PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Pamekasan  Nomor: 16/ KPA.W13-A29/SK.OT1/VI/2025
Tanggal 02 Januari 2025 tentang Standar Pelayanan
Peradilan Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2024;

: Membentuk Tim Survey Pengadilan Agama Pamekasan:
: Tugas dan tanggug jawab Tim adalah sebagai berikut:

1. Melakukan  survey-survey yang diperlukan oleh
Pengadilan Agama Pamekasan seperti Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi
(IPAK), Survey Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).
Menyusun Kuesioner;

Menetapkan sampel dan responden;

Mengelola dan menganalisa data hasil survey;

Membuat laporan hasil survey;

Melaporkan hasil pelaksanaan survey kepada Ketua
Pengadilan Agama Pamekasan;

ok WN

: Struktur Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat

Keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

B e

4 "?-"E:i'.t_c.::}iqpkan di : Pamekasan
{f Jll." _Pada ianggal : 23 Juni 2025
% KETUA PENGADILAN AGAMA

[
FrEl L
Tl 5 ABAN,

MUHAMMAD NAJMI FAJRI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN

NOMOR  : 1010/KPA.W13-
A29/0T1/SK/VI/2025
TANGGAL : 23 JUNI 2025

TIM SURVEY PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2025

No Nama Jabatan Keduduikan
1. | Muhammad Zulfigor Amanzha, S.H. Hakim Koordinator
Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. Hakim
2 Sekretaris
Kasubag Umum dan
3. | Siti Halimah, S.H. Keuangan Anggota
Kasubag Perencanaan, IT
4. | Bambang Wahyudiono, S.H. dan Pelaporan Anggota
Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom Pranata Komputer Ahli Anggota
5. Pertama
6. | Ahmad Zamroni. S.H.. M.H Panitera Pengganti Anggota
7. | Erna Wagiana Jurusita Anggota
8. | Jauhari Jurusita Pengganti Anggota
9. | Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B. Jurusita Pengganti Anggota
Anggota
10.| Ahmad Bahri, S.H. PPNPN
11.]| Nurus Safarina, S.Sy. PPNPN Anggota
12.| Deky Apriyvanto PF, S.H. PPNPN Anggota
13.]| Abd. Manan PPNPN Anggota
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14.| Syaiful Putra, S.H. PPNPN Anggota
15.| Haris Suyitno, S.H. PPNPN Anggota
16.| Anisatul Musyarofah, S.Kom.
PPNPN Anggota
,n-"" R —bl‘gf Lapkan di :Pamekasan
'h.“\
.|'"
.: -;; P—él,df tanggal 02 Juni 2025
]
Fl rlI::NKE?I‘UAI 'PLNGADILAN AGAMA
|\ “-;fi f WP/_?E';P}
W AT
MUHAMMAD NAJMI FAJRI
DATA RESPONDEN

23




